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BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 77 . TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah
Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan
Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 dan
Nomor 37 Tahun 2013, serta dalam rangka memberikan arah
pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif,
efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan perlu disusun
Road Map Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah Tahun 2018-2022;
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerash Tingkat I[I Lampung Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150]);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Rouad Map Relormasi Birokrasi Pemerintah
Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Daerah Nomeor 1 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 - 2022,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkal daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
perangkat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat
tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-
langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar
kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk lkurun waktu
2010-2025.

Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang
menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun wakiy 5
(lima) tahun mendatang.

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional Grand Design
Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (ima) tahun sekali
dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu
tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun
yang jelas yang dimulai dari tahun 2018-2022.

Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus
perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait area perubahan reformasi
birokrasi.

Priorilas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah
prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-
hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran,

Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan
dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh
kehidupan masyarakat.

Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah fokus perubahan yang
menjadi prioritas masing-masing OPD.

Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai
yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi,
terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani adalah penentuan satu unit tertentu vang melaksanakan reformasi
birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.

Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk menecapai
tujuan jangka panjang atau jangka pendek.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang
lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atay beberapa wumnit
organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yvang dilakukan oleh
unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan
tujuan tertentu.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.

Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program
kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul
dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan
(inpuf), keluaran foutput), dan hasil foutcome) terhadap rencana dan standar.
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BAB 11
ROAD MAP REFORMAEI BIROKRASI

Pasal 2
Untuk meclaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah
maka disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-
2022;

Pasal 3
Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arahan
pelaksanaan reformasi dilingkungan Pemerintah Daerah agar program dan
kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten,

terintegrasi dan berkelanjutan.

BAB III
QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Dacrah terdiri dari:

a. Penerapan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Dinas Penanaman
Modal, PTSF, dan Tenaga Kerja; dan

b. Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan pada beberapa OPD;

BAB 1V
RUANG LINGEUP

Pasal 5
(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri atas:

RINGKASAN EKSEKUTIF
BAE I FPENDAHULUAN
BAB I GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah
B. Kebutuhan /Harapan Pemangku Kepentingan
C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah
BAB Il AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
B. Sasaran
C. Kegiatan-kegiatan
D. Hencana Alisi
BAB [V MONITORING DAN EVALUASI
A. Monitoring
B. Evaluasi
BAB V PENUTUP

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 39 ;‘Ip”.:_r 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

P MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 13 ﬁ[:'nb 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

[PARAF KOORDINASI
JABATAN RERAF
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LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOER : 273 TAHUN 2019
TANGGAL: 27 gpril 2019
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Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten
Lampung Barat, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map
reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan
rencana teknis dan detail mengenal perubahan birokrasi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari
tahun 2018 - 2022, Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi
Femerintah Kabupaten Lampung Barat adalah untuk memberikan arahan
mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran
reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi yvang bersih dan bebas
KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas
dan akubtabilitas kinerja.

FPenyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat dilakukan dengan memperhitungkan harapan para
pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah
kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud, Karena itu, Road Map
reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan
mengutama prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian vang
dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersifat dinamis, karena
memberikan  kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan
pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun
pelaksanaannya.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih
dahulu telah diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah
Kabupaten Lampung Barat. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk
mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN. maka dapat
diuraikan berbagai hal vang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten
Lampung Barat, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat;

2. Dalam rangka transparansi penvelenggara negara, seluruh pejabat
vang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan
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Penvelenggara Negara, sudah menverahkan laporan dimaksud kepada
KPK melalui BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui I[nspektorat
Kabupaten juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), yvang akan terus dikembangkan;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat
Kabupaten juga sudah menerapkan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP), vang akan terus dikembangkan

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan
kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai ocleh
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain sebagai berikut:

1.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dengan program semua bisa melanjutkan sekolah telah
melaksanakan pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/MI,
SMP/MTs dan beasiswa bagi siswa Lampung Barat vang diterima di
kedokteran Perguruan Tinggi Negeri;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kesehatan
telah melaksanakan akreditasi seluruh puskesmas di Kabupaten
Lampung Barat;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kesehatan
telah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masvarakat
Lampung Barat melalui program Ambulan Hebat;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan pelayanan tertib
administrasi kependudukan kepada masyarakat Lampung Barat
melalui program KTP, KK, KIA, dan Akte gratis;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman
Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja juga melaksanakan pelayanan
perizinan terpadu kepada masyarakat Lampung Barat;

Permnerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat juga
melaksanakan penanganan kasus pengaduan dilingkungan
pemerintah daerah meliputi kasus penyimpangan, penyalahgunaan
wewenang, indisipliner, asusila, kehilangan SK, permchonan gugatan
ceral vang menyangkut Aparatur Sipil Negara dan Peratin (Kepala
Desa).

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja, berbagai hal vang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

i
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1.

Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah
berhasil memperoleh nilai dengan kategori B;

Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Lampung Barat juga
sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik
juga telah dikembangkan SIKD untuk mendukung pengelolaan
keuangan yang lebih akuntabel;

Sebagal implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat juga sudah membentuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID);

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepegawalan telah dibangun
Sistem Informasi Pegawail Online (SIP Online).

Berbagai hal-hal vang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus
ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masvarakat akan terus
merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyvarakat.
Tujuan dari identifikesi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah
agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku
kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi,
mewujudkan pemerintah dacrah vang bersih dan bebas KKN, harapan-
harapan pemangku kepentingan antara lain:

1.

Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Harapan ini
tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat
mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan
memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikam pelayanan;
Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah
Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjadi teladan dalam
berbaga: tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara
pemerintah vang bersih dan bebas KKN;

Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten
Lampung Barat, umumnya mengharapkan adanya peningkatan
kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi
atau menghilangkan tindakan-tindakan yvang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas
pelayanan, antara lain:

5

Feningkatan fasilitas umum dan scsial di berbagai lokasi terutama di
daerah/wilayah pekon/desa terpencil;

2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan ataun

bahkan pada seluruh OPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat
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menerapkan budaya vang mengutamakan kebutuhan masyarakat
dalam melaksanakan tugasnyva;

. Penegakan reward dan punishment secara tegas untuk mendukung

upava peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit
pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan vang baik terhadap
masvarakat, dan memberikan hukuman vang proporsional kepada
pejabat vang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan
pelavanan vang baik kepada masyarakat;

Memberikan perhatian kepada mereka vang berkebutuhan khusus
dalam pemberian pelayvanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

5

Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan

yang diungkap antara lain:

a. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki potens: untuk
memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai BB
atau A;

b. Penerapan sistem  penilaian  kinerja  vang  betul-betul
memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam
memberikan reward dan punishment bagi pegawai. Pegawai yang
memilild kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan
penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk
bekerja lebih baik;

c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan
secara efisien dan efektif:

d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar
kompetensi dan aturan yang berlaku.

Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat

peningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di

Kabupaten Lampung Barat;

Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari

kejelasan biava, proses, progress, kepastian hukum dan petugas

yang melayani,

Meskipun sudah banvak hal yang dicapai, namun demikian masih
banyak hal vang masih perlu perbaikan. Dalam kaitan dengan upaya
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, langkah-
langkah dalam rangka pengembangan SDM antara lain:
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. Melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan bagl pejabat

pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dilingkungan
Femerintah Kabupaten Lampung Barat;

. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pengisian jabatan;
. Dalam pengisian jabatan tinggi pratama dilaksanakan seleksi

terbuka:
Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepegawaian telah dibangun
Sistem Informasi Pegawai Online (SIP Online).

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai langkah
vang harus dilakukan antara lain:

1.

2

Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-selctor pelayanan dasar
untuk memenuhi kebutuhan masyvarakat terhadap pelayanan publik;
Perbaikan waktu Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat kepada masvarakat terus ditingkatkan agar tidak memakan
waktu yang lama;

. Dalam kaitan dengan pelayvanan pendidikan, disamping kuantitas

dan kualitas guru juga terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.

Semantara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja, langkah-langkah vang perlu dilakukan antara lain:

1.

Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang
dilakukan terus ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja
publik harus lebih besar dari belanja aparatur;

Efisiensi terkait dengan kelembagaan pemerintah daerah yang akan
terus dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
tugas dan fungsi;

Penerimaan dan penempatan pegawai sudah dilakukan secara
transparan sehingga  mengurangi  kemungkinan  tindakan
penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawail yvang tidak
sesuai dengan kebutuhan unit kerja;

Disiplin pegawal sudah mulai tinggi;

Penerapan pakta integritas terkait dengan jJanji pelayanan sudah
sepenuhnya dijalankan dengan baik.

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab
sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :
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a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah
terkait dengan area perubahan reformasi birgkrasi. Area perubahan vang
menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

1) Sumber Daya Manusia

Berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam area i
antara lain:

a)

b)

c)

d)

Umumnya pegawail sudah memiliki kompetensi yang mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu
menghasilkan kinerja yang tinggi;

Fengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya sudah
dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan
jabatan;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah menerapkan
sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan
kejelasan mengenal karir yvang akan ditempuh oleh seorang

pegawai;
Manajemen kinerja pegawai sudah sepenuhnva diterapkan;

Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan
pegawai sudah cukup baik akan tetapi masih perlu peningkatan;

Para pemimpin/pejabat umumnya sudah dapal memberikan
contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannyva.

2) Pengawasan

Berbagai langkah-langkah pengembangan dalam area ini antara lain:

a)

b)

c)

Secara kuantitas aparat pengawas di Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat masih perlu ditambah namun secara kualitas
sudah cukup baik, untuk mendukung pelaksanaan reformasi
birokrasi serta mengurangi resiko terjadinva penyimpangan sejak
dari perencanaan;

Penerapan SPIP sudah dilaksanakan dan perlu peningkatan secara
maksimal;

Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas perlu
ditingkatkan guna memberikan daya tarik bagi pegawai untuk
mengembangkan karir di jabatan ini;
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d) Sudah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
pelaksanaan pengawasan.

3) Tatalaksana
Berbagai langkah-langkah pengembangan dalam area ini antara lain:

a) Mekanisme koordinasi yang kuat antara OPD dan unit kerja di
masing-masing OPD, untuk mengurangl berbagai tumpang tindih
pelaksanaan kegiatan vang akan berakibat pada inefisiensi;

b) Belum diterapkan sistern e-audit dalam pengawasan dan
penggunaan tekmnologi informasi sudah sepenuhnva memberikan
dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti
percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi
publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;

c) Standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor perlu dilakukan
untuk mendorong efisiensi.

b. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai
persoalan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk
mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik.
Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara
lain:

1) Mempertahankan opini WTP dari BPK;
2) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;

3) Penyediaan sarana penanganan kasus pengaduan dilingkungan
Pemda khusus ASN dan Peratin (Kepala Desa);

4) Pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/MI, SMP/MTs
dan beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di
kedokteran Perguruan Tinggi Negeri;

5) Pelayanan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat
Lampung Barat melalui program KTP, KK, dan Akte gratis;

B6) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lampung Barat melalui
program Ambulan Hebat;

7) Nilai akuntabhilitas kinerja kategori B.
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c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.
Frioritas inli menyangkut 2 (dua) fokus, vaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu vang strategis dan
memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan
peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor vang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya
di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

Peningkatan kapasitas tenaga pendidik vang profesional dan
kompeten dengan melaksanakan  distribusi  yang merata.
Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang
merata diseluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Lampung Barat.
Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan,
mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif
dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama
dan keagamaan yvang mengacu pada standar nasional pendidikan.

2) Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena masih ada
keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses dalam
mempercleh pelayvanan, Beberapa jenis pelayanan yang menjadi
prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum,
kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar OPD yang terkait
dalam pemberian pelayanan, vaitu:

a} Perizinan Urusan Pertanian
b) Perizinan Urusan Perikanan
¢} Perizinan Urusan Pekerjaan Umum

d) Perizinan Urusan Pariwisata

el Perizinan Urusan Komunikasi & Informasi

f)y Perizinan Urusan Pertanahan

g] Perizinan Urusan Kesehatan

h) Perizinan Urusan Perdagangan

i} Perizinan Urusan Perindustrian

j} Perizinan Urusan Bidang Koperasi dan UKM
k) Perizinan Urusan Penanaman Modal

wiii
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Kedua, Cuick Wins. Jenis pelavanan yang akan dijadikan Quick Wins
adalah jenis pelayanan vang secara cepat dapat diperbaiki kualitas
pelayanannya dan memberikan dampak paositif pada upaya reformasi
birokrasi vang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung
Barat secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yvang akan dipilih
menjadi quick wins, dengan pertimbangan :

1} Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki
kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan
masyvarakat akan dapat merasakan perubahan vang signifikan;

2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan
ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan
reformasi birckrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerititah Kabupaten Lampung Barat;

3) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki kapasitas
yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkeh perubahan
yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayvanan untuk jenis
pelavanan yang akan dipilih menjadi quick wins.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang akan menjadi gquick wins adalah
sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Lkepada masyarakar mengenai Kartu Tanda
FPenduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Gratis,;

2) Program Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah
(Penerapan Quick wins ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan
kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perizinan sebagaimana
menjadi prioritas sektor);

3) Program pelayvanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten
Lampung Barat melalui Ambulan Hebat.

. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Lampung
Barat belum ada OPD yang di usulkan berkaitan dengan Zona Integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan
melavani.

OPD-OPD yang ada dipandang belum siap untuk melaksanakannya,
selain belum memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Rorupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayvani, hal i di
karenakan Lampung Barat belum melaksanakan PMPRB oleh

i




L=

Inspektorat sebagai leading sektornva. Tetapi diharapkan nantinya juga
OPD yang mendapatkan tugas untuk menjadi contoh harus siap untuk
di vahdasi.

OPD yvang dipandang sudah mampu untuk dijadikan contech Zona
[ntegritas diharapkan nantinya bisa menjadi unit kerja vang akan
banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
Karena itu OPD harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik lagi
untuk kedepannya.

Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Fokus perubahan yvang menjadi prioritas masing-masing OPD. Fokus
perubahan ini harus menjadi perhatian OPD dan membuat rencana aksi
tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah
Kabupaten Lampung Barat. Prioritas vang telah berhasil diidentifikasi
dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

1) Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas
pendidikan

Prioritas lain dalam sektor pendidikan adalah penyediaan saran
penunjang yang meliputi antara lain penyediaan laboratorium,
perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik
vang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.

OPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi OPD yang berada
digaris depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui
langkah-langkah konkrit sesuai dengan perencanaan.

2) Ruang kegiatan belajar (RKB)

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan
belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan
masyvarakat usia sekolah menjadi lebih kreatitf dan inovatif.

3) Penyedinan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk
ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

a) Listrik
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b)

d)

Pelavanan penvediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk
mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik
menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing
vang hendak berinvestasi di Kabupaten Lampung Barat.
Penvediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN,
tampaknya belum sepenuhnyva memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitasnya.

Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau
sarana air bersih untuk masyarakatr di lokasi tertentu, juga
menjadi prioritas vang perlu disediakan oleh pemerintah daerah.
Sebagaimana juga penvediaan listrik, penyediaan air besih sangat
diperhatikan oleh investor yvang akan berinvestasi di kabupaten
Lampung Barat.

Jalan Kabupaten

Prioritas lain yang menjadi perhatian pemerintah Kabupater
Lampung Barat adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan
dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kabupaten
Lampung Barat.

Jembatan

Kondisi demografis Kabupaten Lampung Barat yang banyak
terdapat pegunungan, perbukitan, sungai besar dan kecil,
mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau
memperbaild jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang sangat
penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi
vang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak
terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau [RTH)

Salah satu aspek penting vang harus disediakan oleh pemerintah
daerah adalah adanva ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat
berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi
masyvarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah
daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi
informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat,
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g) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum

Pelayanan dasar kesehatan bagl masyarakat berupa penyediaan
atau perbaikan rumah sakit umum vang sudah ada, menjadi
bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan
vang dilakukan secara terus rmenerus, disertai dengan
peningkatan  kualitas pelavanannya akan  meningkatkan
kepercavaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam
kaitan penyediaan layvanan dasar kesehatan.

Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diuraikan di
atas akan menjadi bagian dari upava perbaikan vang dilakukan oleh
OPD yang bertanggungiawab menangani pelayanan dimaksud. Karena
itu, setiap OFD harus memiliki rencana aksi vang jelas dan terukur
untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.
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LAMPIRAN [T : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

BAB 1
PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Barat merupakan
sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaila
birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi pemerintah Kabupaten
Lampung Barat memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang
berkualitas kepada masvarakat, mengurangi praktek KKN secara
menyveluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah,
serta meningkatkan kinerjanva.

Sebagal langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten
Lampung Barat, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map
reformasi: Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan
rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu litna tahun mendatang, dari
tahun 2018 - 2022. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah untuk memberikan arahan
mengenal perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapal sasaran
reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersth dan bebas
KKN, meningkatkan kualitas pelavanan publik dan meningkatkan kapasitas
dan akubtabilitas kinerja.

Penvusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat dilakukan dengan memperhitungkan harapan para
pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah
kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Read Map
reformasi Birckrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan
mengutama prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang
dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersifat dinamis, karena
memberikan  kemungkinan  dilakukannya berbagai  rencana dan
pelaksanaan kegiatan vang dipandang strategis pada tahun-tahun
pelaksanaannva.

Secara umum FRoad Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat berisi uraian mengenal gambaran kondisi pemernntah
kabupaten Lampung Barat saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima
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tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan
reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan vang
dihadapi serta dalam ranglka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.
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A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada dasarnya telah
melakukan langkah-langkah perubahan untulk mewujudkan
pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang
berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
Namun demikian, langkah-langkah yvang dilakukan belum sepenuhnya
disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergl serta sesual
dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu
terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di
pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Jika dilihat dari sisi sasaran
untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN,
maka dapat diuraikan berbagai hal vang sudah dicapai oleh pemerintah
kabupaten Lampung barat, sebagai berikut:

1. BPK tlelah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat;

2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat

yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekavaan

Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada

KPK;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah mulad

menerapkan Sistem Pengendalian Interm Pemerintah (SPIP), vang

akan terus dikembangkan,

4. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Ispektorat juga
melaksanakan penanganan kasus pengaduan meliputi kasus
penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, indisipliner, asusila,
kehilangan SK, permohonan gugatan cerai yang menyangkut
Aparatur 3ipil Negara dan Peratin (Kepala Desa)

o5 ]

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan
kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/MI, SMP/MTs dan
beasiswa bagi siswa Lampung Darat yang diterima di kedokteran
Perguruan Tinggi Negeri;
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2. Pelayanan kesehatan kepada masvarakat Lampung Barat melalui
program Ambulan Hebat;

3. Pelayanan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat
Lampung Barat melalui program KTP, KK, dan Akte gratis;

4. Pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat Lampung Barat;

Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah

meliputi  kasus  penyimpangan, penyalahgunaan  wewenang,

indisipliner, asusila, kehilangan SK, permchonan gugatan cerai vang

menvangkut Aparatur Sipil Negara dan Peratin {Kepala Desa].

L

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah
berhasil memperoleh nilai kategori B;

2. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Lampung Barat juga
sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik
juga telah dikembangkan SIKD untuk mendukung pengelolaan
keuangan yang lebih akuntabel;

3. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat juga sudah membentuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah)

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus
ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus
merasakan perbaikan darn kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat.

B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan
reformasi birokrasi yang lebih sistematik dan sinergi, Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat telah melakukan upaya identifikasi harapan
masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku
kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi terfokus pada
kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran
pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang
bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara
lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini
tampaknya memberikan indikasi bahwa masvarakat sangat
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mendambakan para birckrasi vang jujur, penuh pengabdian, dan
memiliki kompetensi yvang diperlukan dalam memberikam pelayanan;

2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah
Kabupaten Lampung Baratl diharapkan dapat menjadi leladan dalam
berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penvelenggara
pemerintah yang bersih dan bebas KKIN;

3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten
Lampung Barat, umumnya mengharapkan adanya peningkatan
kesejahteraan pegawal negeri sebagal bagian dari upaya mencegah
atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas
pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di
daerah fwilayvah Pekon/desa terpencil;

2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau
bahkan pada scluruh OPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat
menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat
dalam melaksanakan tugasnya;

3. Penegakan reward dan punishment secara tegas untuk mendukung
upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit
pelavanan yang menunjulkan kinerja pelayvanan vang baik terhadap
masyvarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada
pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan
pelayanan yvang baik kepada masvarakat;

4. Memberikan perhatian kepada mereka vang berkebutuhan khusus
dalam pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas
dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan

yang diungkap antara lain:

a. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi untuk
memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai BB atau
A3

b. Penerapan sistemm  penilaian kinerja  yvang  betul-betul
memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam
memberikan reward dan punishment bagi pegawai. Pegawai vang
memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan
penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawal untuk
bekerja lebih baik;



C.

¢. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan
secara elisien dan efektif;

d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi
dan aturan yang berlaku.

2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas berbagai penvelenggaraan pemerintah di
Kabupaten Lampung Barat;

3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari
kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas
yang melayani.

Permasalahan birckrasi pemerintah daerah

Meskipun sudah banyak hal vang dicapai, namun demikian masih
banyak hal yang masih perlu perbaikan. Dalam kaitan dengan upayva
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, langkah-
langkah dalam rangka pengembangan SDM antara lain:

1. Penyusunan standar kompetens: jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi
pratama, administrator dan pengawas dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat;

2. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pengisian jabatan;

3. Dalam pengisian jabatan tinggi pratama dilaksanakan seleksi
terbuka;

4. Dalam rangka mewujudkan pelavanan kepegawaian telah dibangun
Sistem Informasi Pegawai Online (SIP Online],

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai langkah
yvang harus dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelavanan publik;

2. Perbaikan waktu Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat kepada masyarakat terus ditingkatkan agar tidak memakan
waktu vang lama;

3. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas
dan kualitas guru juga terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.

Semantara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja, langkah-langkah vang perlu dilakukan antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan vang
dilakukan terus ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja
publik harus lebih besar dar belanja aparatur;
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. Efisiensi terkait dengan kelembagaan pemerintah daerah yang akan

terus dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
tugas dan fungsi;

. Penerimaan dan penempatan pegawai sudah dilakukan secara

transparan schingga  mengurangi kemungkinan tindakan
penyvimpangan vang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak
sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
Drisiplin pegawai sudah mulai tinggi;

. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan sudah

sepenuhnya dijalankan dengan baik.
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BAB III

- AGENDA REFORMASI BEIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Peruhahan Reformasi Birokrasi

Sesuai

dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab

sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas
daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area
perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi
birokrasi meliputi:

a. Sumber Daya Manusia

Berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam area ini
antara lain:

a)

bj

Umumnya pegawai sudah memililki kompetensi yang
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga
mampu menghasilkan kinerja yang tinggt;

Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya sudah
dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan
jabatan;

Pemerintah  Kabupaten Lampung Barat juga sudah
menerapkan sistem Pola karier pegawai vang memberikan
kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh
oleh seorang pegawai,;

d] Manajemen kinerja pegawai sudah sepenuhnya diterapkan;

€)

f)

Dibandingkan dengan  pemerintah  daerah lainnya,
kesejahteraan pegawail sudah cukup baik akan tetapi masih
perlu peningkatan;

Para pemimpin/pejabat umumnya sudah dapat memberikan
contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.




b. Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masvarakat, karena banyak
keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses dalam
memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan vang menjadi
prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian
hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar OPD
(Survey yang melibatkan Tim Teknis) yang terkait dalam
pemberian pelayanan, yaitu:

a) Perizinan Urusan Pertanian
b) Perizinan Urusan Perikanan
¢) Perizinan Urusan Pekerjaan Umum

d] Perizinan Urusan Pariwisata

¢) Perizinan Urusan Komunikasi & Informasi
f) Perizinan Urusan Pertanahan

g) Perizinan Urusan Kesehatan

h) Perizinan Urusan Perdagangan

i) Perizinan Urusan Perindustrian

jl Perizinan Urusan Bidang Koperasi dan UKM
k) Perizinan Urusan Penanaman Modal

Kedua, Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan Quick Wins
adalah jenis pelayanan vang secara cepat dapat diperbaiki kualitas
pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi
birokrasi wvang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Lampung Barat secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang
dipilih akan menjadi quick wins, dengan pertimbangan :

a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki
kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan
masvarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;

b. Perubahan vang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis
pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra
pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan
masyvarakat terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Adapun jenis-jenis pelayanan vang akan menjadi guick wins adalah
sebagai berikut:

Untuk meningkatkan pelayanan secara cepat,tepat, dan berkualitas
dilakukan dengan inovasi pelayanan diantaranya :

11

OPD

KABAG
HUKUM




a. Pelayanan two in one (KK dan KTP), pelayanan three in one (KK,
KTP, dan Akta Kelahiran), pelayanan four in one ( KK, KTP, Akta
Kelahiran, dan KIA), pelayanan five in one ( KK, KTP, Akta
Kelahiran, KIA, Akta Kematian/akta perceraianj;

b. Pelayanan dinamis/jemput bola ke sekolah-sekolah (perekaman e-
KTP dan KIA);

¢. Pelayanan dinamis/jemput bola ke pekon/desa/kelurahan dan
mencetak dokumen di tempat;

d. Pelayanan pada moment-moment tertentu (Kesrak PKK, KB
Kesehatan lomba pekon/desa, bulan Bhakti Gotong Royong, dan
Kampung KBJ;

e. Pelayanan akte kelahiran secara online, dapat dilakukan dengan
hanya menggunakan android vang terhubung dengan internet
(registrasi pada http://www.dukcapil kemendagri.go.id /lavanan
online).

f. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP} melalui “Diskon
Hebat/datang investasi langsung konstruksi dengan hemat, benar,
dan cepat (Penerapan Quick wins ini dilakukan bersamaan dengan
perbaikan kualitas pelayvanan pada sektor Pelayanan Perijinan
sebagaimana menjadi prioritas sektor).

g. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program
*Ambulan Hebat” (Kegiatan ini ditujukan sebagai salah satu solusi
untuk transportasi pasien gawat darurat yang membutuhkan
pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja puskesmas yang
didukung oleh Unit Ambulans Hebat dengan 3 (tiga) orang tenaga
kesehatan dan 2 (dua) orang supir yang bertugas selama 24 jam).

c. Kesehatan

Pelaksanaan program kesehatan dilakukan untuk menjawab isu
strategis pembangunan di Kabupaten Lampung Barat khususnya
pada sektor kesehatan, antara lain:
(1) Kematian ibu & bayi
Perlu dilakukannya semua upaya pendukung vang dapat
meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak sehingga
akan berdampak pada terus berkurangnya kematian ibu dan
bayi vang diakibatkan oleh kurang optimalnya upaya pelayanan
kesehatan pada ibu dan anak.
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(2)

(3)

(4)

(5}
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Kasus gizi buruk

Penanganan kasus gizi buruk tidak hanyva menjadi tangeung
jawab sektor kesehatan namun juga harus mendapat perhatian
dari semua sektor terkait, karena perscalan gizi buruk
merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan banyak
faktor antara lain status ekonomi, sosial budaya, ketahanan
pangan dan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat.
Angka kesakitan akibat penyakit menular

Penyakit menular harus terus dilakukan pencegahan dan
penigendalian yang melibatkan peran serta masyarakal dan juga
perlu  diwaspadainya kemungkinan untuk terjadinya re-
emerging disease,

Meningkatnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular
(PTM]

Meningkatnya taraf hidup sebagian masyarakat berdampak
pada terjadinya perubahan pola hidup yang cenderung tidak
seimbang, hal tersebut meningkatkan faktor resiko
terjangkitinya seseorang dengan PTM. Pencegahan dengan
melakukan deteksi dini serta dengan melakukan pola hidup
sehat dan seimbang saat ini menjadi prioritas utama yang
sedang digiatkan oleh segenap pengambil kebijakan di
pemerintahan pusat vang membutuhkan dukungan pemerintah
daerah,

Pembiavaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional
[JKN)

Target Total Coverage pada tahun 2019, dimana seluruh
penduduk Kabupaten Lampung Barat terdaftar sebagai peserta
JKN, merupakan pekerjaan rumah yang harus dapat
diselesaikan. Sehingga segenap masyarakat di Lampung Barat
dapat mengakscs pelayanan keschatan baik pada fasilitas
pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun pihak swasta

yvang sudah bekerjasama dengan BPJS.
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(6) Ketersediaan SDM dan sarana prasarana pelayvanan kesehatan.
Pemenuhan SDM kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan
harus terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai upayva
vang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan.

(7} Ambulans Hebat
Kegiatan ditujukan sebagai salah satu solus: untuk transportasi
pasien gawat darurat yang membutuhkan pelayanan kesehatan
dalam wilayah kerja puskesmas yang didukung oleh Unit
Ambulans Hebat dengan 3 (tiga) orang tenaga kesehatan dan 2
(dua) orang supir yang bertugas selama 24 jam.

a. Prinsip Kerja
Prinsip kerja kegiatan Ambulans Hebat adalah :
- Pertolongan harus cepat dan tepat
- Memberikan informed conset
-  Memberikan pelayvanan sesual dengan kompetensi
- Memindahkan pasien dari rumah ke FKTP
- Memindahkan pasien dari TKP ke FKTP
- Pelayanan keschatan diberikan secara gratis sampai tiba
di FKTP
b. Prosedur Kerja
Progsedur kerja pemanfaatan Ambulans Hebat adalah :
- Menerima informasi kegawatdaruratan
- Menuju lokasi pasien
- Menilai kondisi pasien dengan cepat dan teliti
- Pengkajian awal pasien
- Stabilisasi pasien menurut prioritas
- Konsultasi dokter
- Menermntukan tindakan pelayanan kesehatan sampai

dengan evakuasi rujukan kefasilitas kesehatan lanjutan.

14

OoPD

RABAG
KOROW |

i




perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik
vang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar,

OFD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini,
yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi OPD vang
berada digaris depan untuk melakukan perubahan-perubahan
melalui langkah-langkah konkrit sebagaimana direncanakan
dalam dokumen ini.

b. Ruang kegiatan belajar (RKB)

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan
belajar bagi masyarakat, Dengan adanya fasilitas ini diharapkan
masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatitf dan inovatif,

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas
untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

1) Listrik

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting
untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya.
Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh
para investor asing vang hendak berinvestasi di Kabupaten
Lampung Barat. Penyediaan listrik yang selama ini
dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya
memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan
peningkatan kapasitas dan keajegannya.

2) Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyvarakat baik melalui PAM atau
sarana air bersih untuk masyvarakat dilokasi tertentu, juga
menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah
daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air
besih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi
di kabupaten Lampung Barat

3) Jalan Kabupaten

Prioritas lain vang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten
Lampung Barat adalah penyediaan jalan kabupaten,
Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan
kabupaten Lampung Baral.
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4)

5)

6)

7)

Jembatan

Kondisi demografis Kabupaten Lampung Barat yang banyak
terdapat perbukitan, pegunungan dan sungai besar dan kecil,
mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau
memperbaiki jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang sangat
penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi
yvang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi pricritas, agar
tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

Penyediaan dan Perbalkan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting vang harus disediakan oleh
pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang
menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai
kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau,
selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan
mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh
lapisan masyarakat.

Penyediaan dan perbalkan rumah sakit umum

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan
atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi
bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah,
Perbaikan vang dilakukan secara terus menerus, disertai
dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan
keperccavaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam
kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas OPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian
dari upava perbaikan vang dilakukan oleh OFD yang
bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karema itu,
setiap OPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur
untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.
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Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas
Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus
dipelihara dan Prioritas vang terkait dengan peningkatan kualitas
pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan

sebagail berikut:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Basaran Indikator | Target
| 2018 | 2019 2020 2021 2022
Meningkatnya ASN  Lampung [
Aparalur  Sipil Baral yang | - 40 a0 - [ -
;:inggfﬂ WaN] :?:E?M dengan orang OTRIE OraTyg urang OFEIE
| berkompeten Kompetensi
Meningkatnya Pengisisan |
Manajemen jahatan vang | ;
Kepegawaian sesuai  dengan | 2 3 I 3 3 | 3
yang | standar Jabatan | Jabatan | Jabatan | Jabatan | Jabatan
berkualitas dan | kompetensi '
akuntabel Jabatan . S
b. Pengawasan
Sasaran L Indikator  Target _
- 2018 2019 2020 2021 2023
inglkatny Jumlah Laporan 2 :
{Ti?gaﬁai;ﬂ . h];sﬂg peng;‘\i}asrs_n I 163 11‘3'3 i 163 ] 163 163
Internal dan | mternal secara | TP | APOT Aot Aper laporan
i n an an an
Pengendalian berkala (1
pelaksanaan Jumlah  laporan 10 32 az 32 32
kebijakan  Kepala | hasi  penanganan mﬁoﬁm lzpora | lapora | lapora | la;;m:an |
Daerah kasus pengaduan 1t n | m . |
Laporan Hasil 29 2q 29 29 | 26 LHE :
| Fvaluasi SAKIP LHE LHE LHE LHE | T
| OPD LHR Lapkin | dan1 | danl | dan 1 | dan ] HR
Pemds LHE LHE LHRE LHR
| Jumlah Laporan 2 2 2 2 2
Hasil TLHP APIP | Lapora | Lapor | Lapor | Lapor | Lapora
I | n an an | amn n
Jumlah Laporan | 1 I I 1
Hasil TLHP BPK | Lapora | Lapor | Lapor | Lapor | Lapora
o B n an an_ | dn n
Meninglkatnya Jumlah Peseria
Profesionalisme Diklat  Seruifikasi & 6 6 6
g:gm Piﬁ:;ﬁi‘} JFA dan P2UFD Orung . Crang | Orang | Oratg & Orang
Pengawasan R
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Level Kapabilitas | . .. | Level 4
APIP Level 2 | Lf.:ve.ia Level 3 | Level 3 oe
I;PT;? ) M_*"‘”“‘"‘f | Level 3 | Leover 3 Level 3 | Level 4
Terlaksananva Jumlah Laporan
Penataan dan | Hasil Reviu LKPD
Femyempurnaan |LHE | 1LHR | 1LHR |
Kebijakan  Sistem | | LRHR ) LLHR :
dan Prosedur
Penpawasan . N
| Jumlah Laporan
H L LHR | 1 LHR 1LHE
Hasil ReviaRkA - | VMR | R
Jumlan Laporan
Hel RVl | 4 'HR | 4LHR | 4LHR | 4LHR | 4LHR
Penverapan
ANgEAran
Jumlah  Laporan . % TR
Hasil Revin RKPD L L._HR 1LHR | 1LHER | 1LIT all
Jumlah Laporan
Hasil Beviu | 1EHR | 0LHR | OLHE | 0LHR | OLHR
L RPJMD P
c¢. Tatalaksana
f Sasaran Indikator L Target
2018 } 2019 | 2020 [ 2021 | 2022
Terciptanya sistem | Jumlah OPD vang ‘ i '
kelembagaan dan | menyusun Survey
ketatalaksanean Kepuasan
Pemda yang bersih, | Masyarakat [(SKM) | 4 5o | 4 0pp | 40PD | 40FD | 40FD
efisien, cleletif, ;
iransparan,
profesional dan |
akuntable N :
Jumlah dokumen | 2 |
Tatalalesana | dolo Z2dok | 2dok 2dek 2 dok
S —— HJI:II
Jumlah OPD yang | g opp | 50pD | 50PD | 50PD | 50FD
menvusun SFEM " |
Jumlah  dokumen 1
Monlioring dan | Doku | 1dek. | 1dok | 1dok 1 daok.
evaluasi tupksi | men
Jumnlah OFD yang
terbina mengenal | 6 OFD | 6 OPD | 6 OFD | GOFD | 6 OFD
pelayanan publik i -
Jurmlah  Dokuwmen
: duk. lok. 1 dek.
| soP B 1dok I 1 dok 1 dno | B _ _T:: -
| Jumlah kasus 1 ' | 3 1 _
;E;nhﬁé?&?ml [SIP2 | kasus | kasus | kasus | kasus + kﬂmiﬁ_
Jumlah  dokumen ,
:] |
kebutuhan PNS _ 1 dok 1 dok 1 dok 1 duk 1 duk
| Jumlah Dokumen
: - Reformasi Birokrasi 1 dok 1 dok fi 1 dok 1 dok 1 dok
| Meningkatnya | Jumlah  Aplikasi | & b 6 6 .
| Layanan Tnformasi | Pelayanan publik aplika | aplika | aplika | apika anlilasi
| Kepada Masyaralkat s | s 3l s
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d. Peraturan Perundang-undangan

OrFD

Sagaran Indikator Target
- 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Meninglatnya Jumlan aparatur |
lualitas pm:éuk vang mengilkuti | a0 60 60 60 60
hulkum dacrah dan envusunan [ 22 :
kesadaran  hukum gmduk hukum | "TO08 | °fAR8 | BiERE | OmbE ) otahs
masyarakat daerah - L
Jumlah Perda
VHTIE dilakulan 10 10 10 10 10 i
[asilitasi Perda | Perda | Perda | Perda | Perda
pembentukannya _ B |
Jumlah  Perbup 35 35 a5 a5 | 35
| dan Kepbup yvang | Perbup | Perbup | Perbu | Perbu | Perbu
| dilakulkan dan dan : pdim | pdan | pdan
harmonisasi a50 350 | 350 350 250
dalam | Kepbu | Kepbu @ Kepbu | Kepbu | Kepbu
pembentulkannya P P P P P
Jumlah peraturan | 25 25 | 25 25 25
Perundang- Peratu | Peratur | Peralu | Peratu | Peratu
ran an raf ran ran
g;imlkﬁ; n?ﬁ. perun PEIIIIld. poTun PETUIL PETLD
OPD dang- ang- dang- dang- dang-
undan | undan | undan | undan | undan
gan pan gt gan gan
Jumlah produk |
hukum daerah 5 & &8 | 8
vang pr:]:-lu pl-n?mk pra]{du prul:-cdu pr;du
: “k:;‘;é‘:hﬂﬂ”k‘m fuku | hukum | huku = huku | hoku
m m i
Iasverakal i o
Jumlah | 18 15 13 . 15 15
desa/pekon/kelur | gesa/k | desa/k ;l:lsa; Eelsnf kdﬂfﬁf
ahan yang | elurah | elurah h;'l;a ;;:E' E::a'
ML andan | andad | o g | gari | dasi
| leegiatan dess 15 15 15 15 15
sadar hukum | kecam | kecam lecmm | kecam | kecam
lingkat Kabupaten | 2tan atan e | abmm | ek
Jumlah - 1 1 1 1
permasalahan perma \ perma | perma | perma
hukum dan | salaha PT’:“B salaha | salaha | salaha |
aparatur yvang | ndan ‘E:nﬂr ndan | ndan | ndan
I dilakukan 1 el 1 S
| pendampingan aparat i aparat | aparat | aparal
E hantuan ur ur ur | ur
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2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sasaran Indikator B Target
JiL 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Meningleatlkan Tata | Opind Badan
Kelola Pemeriksa i
Pemerintahan yvang | Keuangan (BPEK) -
profesional dan | [Predikat Opini) | WIP | WTP | WIP | WTP | Wrp
amanah dengan | atas Laporan
berorientasi  pada | Keuangan
pelayanan publik | Pemerintah daerah | {
b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
"~ Sasaran Indikator Targs
b - 2018 2019 |_ 202‘0_'_ 2021 2022
| ;ffng@{am}ra Prosentase pejabat |
s yang | yang Al oo, | too%  100%e | 100% | 100%
menyerahkan menyerahlan |
LHKPN LHKPN | 3

c. Kegiatan Penanganan Kasus Dilingkungan Pemerintah Daerah

Sasaran  Indikator (o Target B
- 2018 2019 2020 2021 2022
Meningkatnya Jumlah laporan =1 | :
PUIEZEWESAD hasil penanganan _ .
u'l:-lt:mal ) dan | kasus pengaduan 32 | 32 3z 32 | a2
pengendalian i kasus | kasus | kapus | kasua | kasus
pelaksanaan - '
kebijakan  Kepala | '. . J
Dacrah | i, bl
d. Semua bisa melanjutkan sekolah
T Sasaran Indikator Target ]
- 2018 2019 2020 2020 2022
“Meningkatnva Angks partisipasi - i
mutu dan | kasar (APK] 5D 11,84 | 11,87 | 11,89 | 1191 | 11,93
jangkauan w4 %o % U g
pelayanan |
pendidikan L | | .- I
Angksa  partisipasi | 99,33 | 99,53 | 99,73 99,93 | 99,95
[ kasar (APK) SMP_ | % % % o o,
Angka partisipasi | ; 4
: o | 100% 1009 | 100%
murni (APM) SD | 0% | 1007 il :
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Angka partisipasi | 91,82 | 91,87 | 91,80 | 91,94 | 91,99
murni (APM) SMP %h % o I [ .
Angka rata-rata | 7,30 .35 T.37 T,42 744 0
lamma sekolah tahun | tahun | tabun | tahun tcd_m_ﬂ ;
I Angka harapan | 12,27 | 12,29 | 12,31 | 12,33 | 1235 |
| lama sekolah tahun | tahun | tabun | tahun | tahun |
Angka melanjutkan | 90,35 | 90,60 | 90,75 | 90,83 | 90,85 |
sekolah o W % ¥ % |
Lot .m;f"ﬁrtf; 209,0 | 210,0 | 210,1 | 2102 | 2103
| 380 naen (M) } Gl | Dions | Lpein | Lpotn | 1 pain
e et | : I
M Oy | 2950 | 2360 | 2361 | 2362 | 2363
:Lﬂ? G lpoin | 1poin | 1poin | Lpoin | 1 poin
Angka Partisipasi | 32,00 | 32,11 | 32,13 | 32,15 | 32,17
Kasar (APK] PAUD W % % | % B
e. Peningkatan kompetensi guru
Sasaran Indikator Target ) i
. ) 2018 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022
Meningkainya Persentase  Gurl i
mutu dan | vang memilild - .
. ; i 73,99 T4.02 74,03 74,05 T4.06
iangkauan | kualifilkasi 51 o 9% %% 9% roinll
pelavanan
pendidilkkan — | -
Persentase tenaga | |
kependidikan yang | 25,90 | 30,90 | 31,90 | 32,90 | 33,90
memilild kualifikasi " s i et b
Persenitase  Guru
i | EGST 73,98 ¥3,98 | Y400 74,06
yang memilikl o, o, i r, o,
kualifikasi 51
Persentasc  tonaga
kependidikan yang | 2590 | 30,90 | 31,90 | 32,50 | 33,90
mermniliki kualifikasi et %% % B U
21 o — : s = =R
| Persentase  GUIU | o000 | 6012 | 60,18 | 6026 | 60,58
yang memiliki | g0 ¥ % % %
T ~ serfifikat sertifikasi = | ]
f. Saluran Telekomunikasi dan internet
Sasaran Indikator - o Tn.rg;t'"
2018 | 2019 2020 2021 | 2022
HE L | ., Rl |
Meningkatnva Persentase desa '
layanan informasi | yang terhubung
kepada masyarakat | dengan  jangkauan | 97% QT O7% 7% a7%
telelkkomunikasi dan
internet :

HUKUM
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g. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten
Lampung Barat
™NO : TARGET
L Indkator:  —apT 3019 2000 | 2081 | 202
i Memngkat | Jumlah UPT 4 2 2 | g 4
nyaakses | Puskesmas Puskesmas | Puskesmas | Puskesmas = Tuskesmas | Puskesmas
dan muty | terakreditasi f S R .
pelayanan | Jumlagh TIPT
kesehatan | Puskesmas . 0 |5 15 15
pada dengan Puskesmas | Puskesmas | Puskesmas | Puskesmas | Puskesmas
tasilitas pengelolaan
pelayanan | kevanpan dan !
kesehatan | pelayanan '
|_secara mandini I B e
Jumlah LPT
Puskeamas B i 0 0 ]
dengan sarana, Puskesmas | Puskesmas | Puskesmas | Puskesmas | Puskesmas
| prasarana dan
| mlar kesehatan
sesual standar o : -
Jumlabh UPT | 3 & [ 2 12 I3
Puskesmas Puskesmas | Puskesmas | Puskesmas | Puskesmas | Puskesmas
dertgan tetaga |
| sesuai standar | !
2 Meningkat | Jumlah ' |
| nyaupaya | puskesmas 15 : 15 15 15 15
promaotif melaksanakan Puskesmas | Puskesmas | Puskesmas | Puskesmas | Puskesmas
dan pelayanan
preventif | keschatan pada
dati kondisi krisis
pemberday | kesehatan ]
aan lumiah pekon
masyarakat | dengan TKS 5 Pekon 5 Pekon 5 Pekon 5 Pekon 3 Pekon
0508 |
Tumlah KK di
! Pekon'Keluraha | 60000 KK | [9552 KK TKK 0 KK 0EK
: n terdata '
. e tengkap
| 3 Meningkat | Persentase
' nya | leetersediaan (% o0 oy 0 %4 o) 4 o0 %,
kemandiria | obat dan vaksin
n, akses di puskemas —,
dan mutu | Persentasc obat
sediaan yang memenuhi 00 % a0 % Q% G0 % o0 %
farmasi, gyaral |
| alat |
| kesshatan
| dan
makanan ) N
4 Meningkat | Angka b4g 133 130 21 114
nva | Kematian 1bu Kelahiran | Kelahiran | Kelahiran | Kelahiran | Kelahiran
kesehatan | (AKT) hidup hidup hidup hidup hidup
masyarakat | 100000
Kelahiran . !
IMidup | ;
Angka 4.7 45 | 43 4,1 3,
Kematian Bayi Kelahiran | Kelahiran ‘ Kelghiran | Kelahiran | Kelabiran
(AKB) hidup | hadhop hidup hidup hidup
23
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Persentase
| balia gizi 100 % 1D B 104 % 1040 24 100 2
buruk yang ; |
mendapatkan
perawatan N i
Persentase
penurnan < 10 % < 10%% = 10 % < 10 %a = 10 %
prevalens
balita kurus
: (wasting) | o
' | Persentase
penurungEn 35 % 32 % 30 % 27 % 25 % ‘
| prevalensi |
balita_ stunting ! .
5 Meningkat | Persentasepslay '
nyaupaya | anankcschatans | o0 % 555, 57% 60 by 62 %
pencegahn | kriningpadausia
n dan produkiif '
penangpul | Pergenlase .
afgan Penemuan 0% | B0 65 B B8 %% TO o
periakit Kasus Batu '
| menular TBC ||
| dan tidak Perzentase
| memglar cakupan 93 %y 95 % 95 % 93 Y I 96%
imunisasi dasar .
| lengkap (TDL) N |
| 6 Meningkat |
nya ; |
sinergitas | Persentasa 75 %o 100 100% 100°% 104%g
dan Peserta JKIN
kemitraan
lintas
sektor, ,
[.SM dan '
dunia
usaha | e
7 Meningkat | Jumlah | 30 Pekon | 33 Pelkon I} Pekon i Pekon i) Pekon
nya pekan/keluraha | .
lingkungan | o dipicu STBM |
| schat {Sanitasi Tota |
i Berbasis
' Masyarakat) -
Perseniaze 49 % 55 % 60 % 65% | TO%
8 Meningkat | Jumlah pegawal | 30 orang 15 oratig ) orang (lorang | O orang
nya akses | yang diterima '
dan mut {tenagp
pelayanan | kesehatan) .
kesehatan | Jumlah pegawai 4 orang 0 orang Oorang | 0 orang 0 orang
pada | yang diterima i
fasilitas {Tim !
pelayanan | Moniioring)
kesehatan N |
Jumlah pegawal 20 orang I5prang | O omang 0 orang 0 orang
vang diterima
(Sopir) |
Jumlah peserta i) orang 43 orang | 0 omng O prang 0 prang
vang mengikutl
simulasi | P e
24
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Jumlah peser:t_a 40 orang | 20 crang 0 orang i orang : & m_x-in-g ]

yang mengikuti
pelatihan PPGD | -
\ Jumlah peserta 20 oranf | 25 orang O orang Dorang 0 nra_ng
| yang mengikuti
. pelatihan Sopir
' Jumlah 10 paket | S pakel  paket 0 paket 0 paket
perlenghkupan |
amhulan hehgt I | i
Jumiah i ; 15 15 13 (]
operasional Kecamatan = Kecamata | Kecamatan | Kecamatan | Kecamatan
ambulan hebai 1

h. Indeks Reformasi Birokrasi kategori C

Sasaran Indikator L f“:"ﬂ'“_
2018 2019 2020 2021 2033

Meningkalkan Tata | Indeks Reformasi

Kelola Birokrasi (Predikat)
Pemerintehan yang
profesional dan - C c C

amanah dengan
berorientasi  pada

pelayanan publik | .

i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Basaran Indikatos Target -
2018 2019 2020 | 2021 2032
Meningkatkan tata | Nilai sistem
kelola aluntabilitas
pemerintghan vang | kinerja instansi
profesional dan | pemerintsh (SAKIP) B ik} BB ER HE

amanah dengan | {predikat)
berorientasi pada
pelavanan publik

j. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Predikat C

Sasaran Indikatox Target |
o 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Meningkatkan tata | Indeks Kepuasan i .
kelola Masyarakat (KM '
pemerintahan yang | (predileat) |
profesional dan - C C ¢ | e
amanah denpan | ;
berorientasi  pada | '
pelayanan publik | ) i
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k. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Predikat Sangat

Tinggi)
Sasaran Indikator ___ Target
| 2018 2012 2030 2021 | 3022

| Meningkatkan tata | Laporan g

kelola Penyelengearaarn

pemeriniahan yang | Pemerintah Dacrah it | Bt | Bl B! Bt
profesional den | (LPPD) (Predikat) | it | Tenesl  Senest | Senamt | Sangs
amanah dengan

berorientasi  pada

pelayanan publik
1. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
~ Sasaran " Indikator B Target

y 2 | 2018 | 2019 2020 | 2021 | 2022
 Tersedianya Persentase  input

Aplikasi vang | data perencanaan,

terintegrasi penganggaran,

{perencanaan, penatansahaan, 100%: | 100 1009 | 100% | 100%
penNgangEaran, dan pelaporan

penarausahaan, tepal walkiu

dan pelaporan)

a. Peningkatan kompetensi guru

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

26

SBasaran Indikator Targete
2018 | 2019 | 2020 ‘m-'l F?’DE
Meningkatnya Persentase  Guru ! !
i dan|yang ~— memilid | . o0 | 2405 | 7405 | 7405 | 74,06 |
jangkauan kualifikasi 51 > o 9 | en | 9y
polayanan _ | |
pendidikan ' ey i
| Persentase lenaga
| kependidikan vang | 25,90 | 30,90 31,90 32,90 33,90
| memiliks kualifikasi W % % % %
| 51 |
| Persentase QUM | .40, | 7308 | 73,08 74,00 | 74,06
yang memiliki | 5 o o o o
kualifikasi 351
Persentase  tenaga |
kependidikan yang | 2590 | 30,90 | 31,90 32,90 | 33,90
memiliki kualifilkkasi o e Fa Ea Ecl
S1
Persentase  GUIW | oo 5 | go1a | 60,18 | €026 | 60,58
yang memiliki o o, o | e o
| sertifikat sertifikasi |




OPD

b. Pelayanan Perizinan Terpadu

Sasaran Indikator | ) Targit i
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
_ | |
Meninghkatnya Indeks Kepuasan |
kua_.htas pelayanan | Masyarakat (IKM) 73 | 75 | 76 (® | 783 | s0B
perizinan terpadu
! L=

¢. Pelayanan Gratis Administrasi Kependudukan

Sasaran | Indikator - Tugnt N
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| |
1. Meningkataya Indeks  Kepuasan
kualitas Masgyaralzat
administrasi BB, 16
! TP T5% B 85%
kependudukan i ’
dan pencatatan
&ipil )
Jumlah  Keluhan
/pengaduan 0 4] 0 (4] 0
] masyarakat
2. Meningkatnya | Cakupan
tertib kepemilikan KA | 30:ES | S2,TT ;
RESERI— 8,33 ug, o0 | To% 100
kependudukan ) .
Cakupan
i’ ! ¥l i e
leepemili KTP BT gl ?_5 o 93 100
Cakupan , 5
Kepemilikan KK 85%. | aTh 90% | 95% | 100%
Cakupan
kepemilikan Alce | 85% 95% 1009 | 100% | 100%
kelahiran | |
Cakupan ,
kepemilikan  akte | 50% 55% Al 63% TO%
perkawinan
Caloupan
kepemilikan  akte | 10% 204 22% 25% 27
perceralan
Cakupan
kepemilikan  akte | 50% 55% 60% B5% T
kematian | T |
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d. Jumlah Investasi

Modal Asing (PMDN/PMA)

Pemilikan Modal Dalam Negeri/Pemilikan

Sasaran | Indikator ' o Taxget )
i N 2018 | 2019 2020 | 2021 20232
Meningkatnya | Jumlah investor
[nvestor di | Pemilikan Modal
Lampung Dalatm Negeri dan 3 3 4 | 5 5
Barat Pemilikan Modal | Investor | Investor | Investor | Investor | Investor
Asing
i (PMDN/PMA] : -
Jumlah Nilai | Rp Rp Rp ‘ Rp | Rp
Investasi 3.325.5 3.491.8 3.666.4 | 3.B49.7 | 4.042.2
) PMDN/PMA 64.458 | 42.681. | 34.815.  56.356. | 24.384.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBK/WBBM)

Sasaran Indikator  Tar et
- 2018 2019 | 2020 2021 @ﬂﬂ_ﬂ}_
Membangun  Unil | Jumlah Unit Kerja :
Kerja sebagal Zona | vang ditetapkan
Integritas  menuju | sebagai Zona | - Z0PD | 30FD | 40PD | 50OPD
WBK/WBBM Integritas menuju .
WBK/WBBM _—}
Penilalan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- Sazaran Indikator | o ] 'I‘nrg_-a't -
T 2018 | 2019 | 2021 2022
Meningkatnya | Jumlah Laporan ) =
| Pengawasan Hasil PMPRB
| Internal dan 1 ) i :
| Pengendalian
I}_.Elﬂimm Laporan | Laporan Lapora.n ! Laporan | Taparan |
Kebijakan .
Kepala Daerah B ‘

Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan
Daerah (TF4D)

OPD

KABA
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Sasaran Indikator B Target _
e 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Terlaksananyan | Jumlah Laporan B
Koordinasi Hasil i
Pelaksan
e Rourdivan g ¥ B # A

| TP4D) .. laporan : laporan | laporan | laporan laporan

| Kabupaten | |

| Lampung Barat | i ' o
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7. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sasaran maupun target-target diserahkan kapada masing-masing
OPD vang bertanggungjawab dan OPD vang terkait sebagai rangkaian
dari penvusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan
reformasi birokrasi,

C. Keglatan-kegiatan

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a. SDM

Kegiatan-kegiatan vyang akan dilakukan dalam rangka
mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini

meliputi:

1) Melakukan analisis jabatan;

2) Melakukan analisis beban kerja;

3] Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi
jabatan wuntuk seluruh jabatan di OPD sesual dengan
kebutuhan organisasi vang telah ditetapkan;

4} Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan
beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing
OPD, termasuk rencana rekruitmen setiap tahun.

5) Memperbaiki sistem rekruitmen pegawai,

6) Melaksanakan rekruitmen sesual sistemn rekruitinen baru dan
kebutuhan rekruitmen pegawai setiap tahun sesuail dengan
rencana kebutuhan dan kompetensi;

7) Melaksanakan sistem rekruitment terbuka untuk jabatan-

jabatan tertentu;

Catatan: Kegiatan 1) sampai dengan 7) merupakan prioritas
jangka pendek yvang juga menjadi perioritas nasional.

8)
9)
10)
11]

12)
13)

OPD

KABAG
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Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai
untuk mengetahui peta potensi terkini;

Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai,
meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
Melaksanakan pengembangan pegawal sesual rencana
pengembangan pegawai;

Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai,
termasuk pola karier jabatan fungsional;

Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk

29



sistem penilaian prestasi kerja pegawai;

14) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk
pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai,

15) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan
merencanakan penerapannya;

16) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawalan yang menjadi
kewajiban pegawai,

17) Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model;

18) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
rencana;

19) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

20) Melakukan berbagai perbaikan vang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

b. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan imi
meliputi:

1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban
kerja;

2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi
kebutuhan auditor setiap tahun;

3} Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP,

4) Melaksanakan penerapan SFPIP

5) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi
kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini WTP
dari BPK, dan penerapan SPIP;

6] Memperbaiki SOF pengawasan;

7] Menerapkan SOP Pengawasan;

8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
rencans;

9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan;

. Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan vang akan dilakukan dalam rangka
mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan mi
meliputi:
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1)
2)

3)
4)

3)
B)
7)
8
9)
10)

11)
12)

Memetakan proses hisnis penvelenggaraan pemerintah
Kabupaten Lampung Barat;

Menyusun mekanisme kerja penvelenggaraan pemeriritah
Kabupaten Lampung Barat;

Menyusun SOP;

Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan
fungsi;

Memperbaiki rencana penerapan telknologi informasi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi;

Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknolog
informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;
Menerapkan keterbukaan informasi publik;

Menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor;
Menerapkan standarisasi fasilitas kantor;

Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
rencana;

Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
Melakukan berbagai perbaikan vang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan,

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi:

1)

2)
3)
4)
9)

6)
)

OPD
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Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan,
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku, pengelolaan barang milik negara, PeENyUSUNEAN
laporan keuangan;

Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan,
Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal,

Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
rencana;

Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.
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b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan
kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;

2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;

3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang
diwajibkan.

4] Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

c. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
mempertahankan Penyediaan sarana pengaduan meliputi:

1) Merencanakan pengembangan proses pengaduan;

2) Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;

3) Mengelola pengaduan;

4) Memonitor tindak lanjut pengaduan;

5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan

d. Semua bisa melanjutkan sekolah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
mempertahankan Penyediaan pendidikan semua bisa melanjutkan
sekolah meliputi:

1) Mengangkat guru honorer menjadi guru kontrak;

2) Seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMF/MTs;

3) Bantuan siswa berprestasi;

4] Meningkatkan mutu pendidikan;

5] DBeasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di
Kedokteran Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

6) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem
pendidikan semua bisa melanjutkan sekolah;

7] Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem
pendidikan semua bisa melanjutkan sekolah;
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8} Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

. Peningkatan hompetensi guru

Kegiatan-kegiatan vang akan dilakukan dalam rangka peningkatan
kapasitas guru meliputi:

1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap
tingkatan pendidikan;
2) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi

guru;

3) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi
guru;

4) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi
gurw;

5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

OPD

f. Saluran Telekomunkasi dan internet

Kegiatan-kegiatan vang akan dilakukan dalam rangka penyediaan

saluran internet di sejumlah tempat, meliputi:

1) Mengidentifikasi tempat-tempat strategis yang akan diberikan
akses telekonikasi dan internet;

2) Menyusun rencana penambahan akses telekomunikasi dan
internet di lokasi strategis beserta pembiayvaannya;

3] Melakukan kerjasama dengan berbagai pithak vang
berkepentingan;

4] Melaksanakan seluruh rencana;

5] Memonitor pelaksanaan rencana;

6] Melakukan evaluasi;

7] Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

g. Sistem integrasi layanan Jamkesnas
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistemn
integrasi layanan Jamkesnas, meliputi:
33
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1} Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas
pelavanan Jamkesnas;

2} Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan
Jamkesnas terintegrasi dan pembiayaannya;

3] Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan Jamkesnas;

4]  Memonitor pelaksanaan rencana;

5] Melakukan evaluasi;

6} Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

h. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten
Lampung Barat

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung
Barat, meliputi:

1} Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas
pelayanan kesehatan;

2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayvanan
kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;

3} Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan di
berbagai unit pelayanan kesehatan;

4}  Memeonitor pelaksanaan rencana;

5) Melakukan evaluasi;

6} Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Kegiatan-kepiatan vang akan dilakukan dalam  rangka
mempertahankan atau meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja
menjadi BB atau A, meliputi:

1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk
berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapalan visi,
misi, tujuan dan sasaran;

2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;

3) Memperbaiki berbagai berbagai aspek dalam sistem
manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran;

4] Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian
prestasi kerja pegawai;
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5] Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan  dan
mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;

6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan
evaluasi akuntabilitas kinerja;

7] Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas
kinerja;

8) Memonitor pelaksanaan rencana;

9) Melakukan evaluasi;

10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

j. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Kegiatan-kegiatan vang akan dilakukan dalam rangka penerapan
SIKD, meliputi:

1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem SIKD untuk
perbaikan;

2) Menyusun rencana perbaikan;

3) Mengembangkan sistem SIKD yang terintegrasi dengan
rencana monitoring dan evaluasi pengawasan,

4) Melaksanakan SIKD sesuai dengan rencana menitoring dan
evaluasi pengawasan;

5! Memonitor pelaksanaan rencana;

6} Melakukan evaluasi;

7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan mengacu pada urusan pemerintah daerah
sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah vang dijabarkan dalam Peraturan Bupati
Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati
di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal, PTSF, dan Tenaga Kerja meliputi:
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1. Uru

i ol

san Pertanian

Izin Usaha Obat Hewan
Izin Usaha Peternakan

Izin Rumah Potong Hewan
lzin Rumah Potong Unggas

2. Urusan Perikanan

L.

Surat Izin Usaha Perikanan

3. Urusan Lingkungan Hidup

1.

Izin Lingkungan

4. Urusan Pekerjaan Umum

1.
2.
3.

lIzin Mendirikan Bangunan
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
Izin Pemasangan Reklame (SIPR)

5. Urusan Pariwisata

1.

Tanda Daftar Pariwisata (TDP)

6. Urusan Komunikasi dan Informasi

1.

Izin Menara Telekomunikasi

7. Urusan Pertanahan

B, Ur

ol el o

lzin Lokasi

usan Kesehatan
Surat Izin Rumah Salat
Surat lzin Apotik
Surat I1zin Toko Obat
Surat Izin Klinik
Surat lzin Pendirian Optikal
Surat Izin Laboratorium Klinik
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
Surat [zin Operasional Puskesmas
Surat Izin Praktik Dokter
. Burat lzin Praktik Dokter Gigt
. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
. Surat lzin Apoteker
. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
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14. Surat Izin Praktik Perawat

15, Surat Izin Praktik Bidan

16. Surat Izin Praktik Perawat Gigi
17. Surat lzin Fisiotrafis

18, Surat Izin Praktik Tenaga Gizi

9. Urusan Perdagangan

Sen e

Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Gudang (TDG)

[zin Usaha Toko Modern (TUTM}

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB)

10. Urusan Perindustrian

1.
2.
3.

Izin Usaha Industri (IU])
Tanda Daftar Industri (TDI)
Tanda Daftar Usaha (TDU)

11. Urusan Bidang Koperasi dan UKM

1. Izin Usaha Simpan Pinjam

12. Urusan Tenaga Kerja

1.
2.

3.
4.
5.

Izin Operasional Penyedia Tenaga kerja Migran
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA)

Kartu Pencari Kerja (AK1)

Rekomendasi ID Calon Tenaga Kerja Migran

1zin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

13.Urusan Penanaman Modal

1,
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Izin Prinsip Penanaman Modal

2. lzin Perluasan Penanaman Modal

3. lzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4,

5. Izin Usaha

lzin Prinsip Penggabungan Perusahaan
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4} Penerapan PTSP

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan perizinan meliputi :

(1).

(2).
(3).
(H-
(5)-
(6).
(7).

(8).
(9).

Pendelegasian kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP,
dan Tenaga Kerja,

Pembentukan Tim Teknis Perizinan;

Menyusun SOP, SPP, dan maklumat Pelayanan;

Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyvarakat (IKMj;
Melaksanakan Sosialisasi (secara langsung, media cetak);
Pendampingan layvanan perizinan 0ss.go.id;

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat;
Pelaksanaan pengelolaan layvanan pengaduan (helpdesk];
Pengawasan dan Evaluasi.

5) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas darl Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBK /WBBM]

Kegiatan vang dilakukan dalam rangka penerapan membangun Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani meliputi:

{a).

(b}.
(c).

(d).
(e).

().
(g).

Periyiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unit yang
akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;

Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada OPD yang
telah ditetapkan;

Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBEM
pada tahun berikutnva

Monitoring

Evaluasi

Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan
berkelanjutan.
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Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke
dalam program-program sebagai berikut:

Program

| Kegiatan

1. | Peningkatan Manajemen | 1)

SDM Aparatur

]

Analisis Jabatan
Analisis beban Kerja

3]

Penyusunan ulang/penyempurnaan standar |
kompetensi jabatan

4

Penyusunan rencana kebutuhan pegawai

sesuai beban kerja dan kompelensi yang
dibutuhkan OPD (termasuk tenaga auditor
dan guruj

216
6}

Penycimpurnaan sistern relruitmen pezawel

Pelaksanaan rekruitmen dengan sistem baru

7

8l

Penerapan sistem releruitmen terbuks untuk

 jabatan-jabatan tertentu ————
Pelaksanaan assessment kompetensi

terhadap seluruh pegawai

o)

Penyvusunan training need {termasuk untuk
tenaga gurn dan auditor)

10}

Pelaksanaan prngﬁmhangﬂ_n pegawm sesuai
kebutuhan (tlermasuk untuk tenaga guru dan
auditar}

Penyusunan rencana penempatan dan pola
karier pegawai

£2)

Penyusunan sistem  manajemen  kinerja
pegawai

13)

TS

15) Pe:

Pencrapan sistem méﬁﬁjé}ﬂéﬁ = Ei_t-}'éﬁé 5

pegawai

Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian
dan mercncanakan pencrapannya

Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru
berlaku

 Penyusunan Rencana  pengembangan

kepribadian role model

17

Monitoring

1

18)
19)

Evaluasi

Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan
evaluasi

20

Baral

Penvusunan prioritas baru serla kematan-
kepiatan vang harus dilakulkan dalam rangka
mewujudkan target-target prioritas dimaksud
sesual  dengan  perkembangan  kemajuan
pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dalam
program Peningkatan Manajemen SDM
Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung

2. | Penguatan Pengawasan
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Penyusunan kebuluhan tenaga auditor
[diintergasikan dengan kegiatan nomor 3
dalam Program SDM|

2)

Pepyusunan rencana pengembangan auditor

[dimtegrasikan dengan kegiatan nomor 8
dalam Program SDM]|

3]

Penyusunan rencana peningkatan penerapan
SPIP

33



Program Kegiatan

4) Pencrapan SPIP P

5) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi |
Birokrasi (PMPRB) n

6 Pengembangan auditor (diintegrasikan
~ dengan kegiatan nomor 9 Program SDM)

7) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan

5 keuangan untuk seluruh OPD

B8] Sosialisasi tertib administrasi lceu&ngan
9] Pelaksanaan monitoring pengelolaan

keuangan di OPD

. lﬂi Sosialisasi LITKPN

11) Asistensi penyusunan LITKPN bagi pejabat

12] Monitoring

13) Evaluasi

14| Tindak La_u]ut perbaikan hasil monitoring dan

evaluas:

13} mesunan prioritas baru serta kegiatan-
kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka
mewujudkan targel-target prioritas dimaksud
sesual dengan perkembangan kemajuan
pelaksanaan rtoformasi birokrasi  dalam
program Penguatan Pengawasan di
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

3. | Penataan Tatalaksana 1} Pemctaan proses bisnis penyelenggaraan
pemerintahan

2) Penyusunan/pcrbaikan S0P (termasuk SOP

pengawasan dan penyusunan ieporan)

3) DPenataan terhadap tuges dan fungsi vang

) tumpang tindih

4)  Tenyusunan/penyempurnaan rencana
pencrapan  telnologi  informasi  {termasuk
penyempurnaan SIKD)

| 5] Pelaksanaan pengembangan dan penerapan

] teknologl informasi pada sekior-sektor yang

belum meneraplkan (termasuk SIKD)

6} Penerapan keterbukaan informasi publik |
7l [ldentifikasi tempat-temnpat stretegs untuk
pemberian pelavanan alsses internet gratis
8} [Penyusunan rencana penambahan akses

telekomunikasi dan infernct
8} Kerjasama dengsn ]:r:.hak berkﬂpunungﬂ.n
untuk pf:mbuknan akses inlernei

1 [:I Monitoring
| 12) Evaluasi
13) Tindak lanjut perba_ﬂ-;an hasil monitering dan
| evaluasi
| 4] Penyusunar prioritas baru scrta keglatan-
i kegiatan vang harus dilakukan delam rangka
: mewujudkan target-target prioritas dimaksud
i sesual  dengan perkembangan  Kemajuan
f pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dalam
program Penataan Tatalaksanas Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat
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Program ; Hegiatan —— |

4. | Penguatan Akuntabilitas | 1] Review rencana strategis pemerintah dacrah |

2  Penyvempurnaan sasaran, indikator kan[j&j
dan penetapan kinerja untuk tahun |
berikutnya —

3} Penyusunan rencana perbaikan  sistem [

- manajemen kinerja e

4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja

5) Pelaksanaan manajemen kinerja ]

fif Integrasi sistem manajemen kinerja dengan
Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai = |

7l Peongumpulan, perbaruan, dan pengelolaan

data kinerjs

8] Monitoring -

9] Evaluasi

10} Tindak lanjul perbaikan hasil monitoring dan
evaluasi

11} Penyusunan prioritas bary serta legiatan-
kegiatan vang harus dilakukan dalam rangka
mewujudlsan target-target prioritas dimaksud
sesual  dengan  perkembangan  kemajuan
pelaksanaan reformasi  hirokrasi  dalam
program  Penguatan  Akuntabilitas i
Pemerintah Kabupaten Lampung Baral

SR S

5. | Pemingkatan Kualitas | || Survey kepuasan masyarakat terhadap
| Pelayanan berbagal  jenis pelayanan (tormasuk
' pelayanan pendidikan, perizinan, keschatan,
dan pelayanan administrasi kependudukan)

2] ldentifikasi kebutuhan perbaikan manajemen
pelayanan e

3] Penyusunan rencana peningkatan kualitas
pelayanan  menyangkut ;| penyederhanaan
proses, percepatan pelayanan, efisiensi hiaya,
perubahsn  perilaku  petugas pelavanan,

| penggunaan teknologi informasi, mekanisme

i koordinasi antar instansi yang terlkait,
penyatuan dalam pelayanan terpadu saftu
pintu {PTEP}, dan perubahan berbagai
peraturan  perundangan  daerak  yang

___ dianggap menghambat

4| Penghkajian penerapan PTSP

5| Pengembangan FISP

b| Penerapan teknologl informasi -

7] Pelaksanaan perbaikan mangjemen
pelavanan untuk peningkatan  kualitas
pelayanan {termasuk penyusunan standar
pelavanan, makiumatl pelayvanan, pengelolaan
pengaduan, dan sertifilcasi internasional)

8] Monitoring

R e S e S LS

e e 2 e

9] Evaluasi -
10} Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan
evaluasi
6. | Penerapan PTSP i{1}. Penglajian penerapan PTSEP  (dilalukan

secara terintegrasi dengan keglatan nomor 4)
program Peningkatan Kualitas Pelayanan)
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| 7. | Rencana

| Kegiatan ;. ‘
{2}, Pencntuan jenis pelayanan yang dapat
diintegrasikan dalam PTI'SP dalam wak’tu|
singkat e .
(3}, Penyusunan rancangan PTSP (menyanghkut
kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses |
bisnis, BOP, prosedur pelayanan, |
pengaturan kewenangan, kebutuhan SDM,
penggunaan teknologl  informasi, lokasi,
' sarand dan prasarans, Kompetensi pegawat,
dan lainnya)
. Sosialisasi
}. Momnitoring
). _Evaluasi -
}. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
(8). Pemeliharaan dan pengembangan secars
berkelarjutan untuk menjamin dan menjaga
kualitas pelayanan yang baik

i’:n:tnpn.n

Quick Wins untuk tahun

berikutnya

8. | Zona lntegritas

(1). identifikasi pelayanan strategis yang dapal
dijadikan quick wins tahun berikutnya;

| [E] Perancangan quick wins untuk pelayanan
strategia yang dipilih
{3}, Uji coba
(4). Penyempurnaan hasil uji coba
{5}, Sosialisasi
{6). Pencrapan
{7). Monitoring
{8). Evaluasi =
(9). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
[10). Pemeliharaan dan pengembangan secara
berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga
kualitas pelavanan yang baik

(1). Penylapan OPD sebagai unit yang akan
ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju

(2]. Pencanangan Zona [ntegritas  Menuju
WEK,/WBEM; L

{3]. Pelaksana Zona Integrilas Menuju

| WBK/WBDM di pada OPD yang ditetapkan

' (4). Penyiapan OPD lain schagal Zona Integritas
Menuju WBK/WBDBM pada tahun berikutnya

(5. Monitoring

(6). Evaluasi

(7). Melakukan  berbagal perbaikean  vang
diperlukan terhadap secluruh pelaksanaan
kegiatan dalam rangka Zona Integritas
Menuju  WDEBK/WDBEBM  untuk mcnjaga
konsistensi perbaikan berkclanjutan,

10. | Penataan
Perundang-undangan

9. | Manajemen Perubahan

| Disusun  sccara terpisah  dalam  rencana

manaiemen perubahan

- "F-untum

| Ditentukan scsuai  kondisi  dan dinamika
pelaksanaan reformasi  birokrasi yang akan

11. | Penguatan dan Penataan | dijalankan hingga tahun 2022
Organisasi
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4. Prioritas OPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan
target-target pada masing-masing OPD diserahkan pada masing-
masing yang bertanggungiawab dan OPD yang terkait sebagai
rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam
melaltukan reformasi birokrasi.

Bagi OPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya
untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi

Dalam rencana aksi ini dijabarkan program vang akan dilaksanakan
selama 5 (lima) tahun kedepan yang diselaraskan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah
Kabupaten Lampung Barat dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi
Perangkat Daerah, sesuai dengan program-program prioritas dan fokus
perubahan, kegiatan, dan penanggungjawab kegiatan pada masing-asing
OPD.

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas,
maka dapat disusun rencana aksi reformasi birokrasi sebagai berikut !
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Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2018-2022

SASARAN INDTK&TT PROGRA TNDIKATOR KEGIATAN PENANGG | 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022
STRATEGIS OR ™M TARGET UNG |
SASARA | | T JAWAR T™WI1 | TW2 | TW3 W4 .
N i |
FROGEAM 1| 2| 3| 4(5|6|F89 1|11
T - |12
MANAJEMEN =S
PERUBAHAN | - i} o —_— | |
| Meningkatny | Meningk Fasilitasi | Meningkarnya | ' i ' '
a kesadaran atnya dan | Kualitas | | |
Beragama Kualitus | Pembinaa | khidupan |
dalam Kehidup | n kegiatan | beragama dan . |
| kehidupan an keagamaa | kerukuanan |
| Bermasyrakat | beragam | n antar Umat [
i adan Beragama
keruloun
an antar |
LUnSALT |
beragam | [
a |
100%: . ____ R
M Kabag 4 W A R
) Kesra
|
faiyy ek vl e = Syt : =3
SR l
? - | |
[OPD [KABAGT a4
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? |
) ] e e e ]
- = |
' Fasilitasi Kabug v 3 B
Peovelenggara | Keura I\-r
an r':-..'.a
haji/ Umroh/ el
wisata rohani &
iR | |
ol ! Rangkaian Rabag i 3 3 7
' | Ramadhan, Kesra i
| Idul Fird dan ] LE |
| | Adha
e | B
= | PRt h
| - i
S i Penyebaran Kabag [ | B [l ] Y 3 v
Syiar Agama Kesra L g o Tt
" | Meningkatny | Meningk | Peningkat | Meningkatnya | Pelaksanasn | Kabag W A A
a lmaltas atnya AT prilaloa hidup UKS LSS Kesra
pelayanan kesadara | Keschalan | bersih, sehat
kesthatan n siswa Masvarak | den dorajat
thd ar kesshatan
permaral sigwa,
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S | T ]
1 { | |
Ll
]
| |
| .
| 30 Sekolah . '
| | | |
Meningkatny | Memingk Peningkar Meningkatnya | Monitoring Kabag 1 B I v 7
a kualitas | atnya an | kepeduliag dan Evaluasi Kesra | H [
pelayanan | Fungsi, Kesetiaka | dan kesadaran ' hasil Bantuan ‘ : !
sozial kualitas  wanan | masyaralst hibah bidang 11 B | [
kepeduli  sosial | terhadap keagamaarn =
an dan permasalabhan | |
kesadara sosial ! - |
e | | = |
MASYAra - - .
kit thied
permasal ':_"".
dhan e
__| sosial N o
122 lembaga :
| W s L SFi=
Meningkatny | Terbina | Fembinas Bagian Pembuata ' : v 3
: A lkualitas dan n dan Crganisasi n SK Tim {
pelaksanaan Meningk | Pengoembs [
| Reformasi atnya ngan | |
| Birokrasi di Pengetah | Aparatur
prmiah. uaty
Lampung Sumber
Berat Daya .
_ | Aparatur S |
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¢ |

Komitmen meningk | Jumlah Pendataan 1. membuat Bagian |
pimpitian athya buleu data | Pelaku SK Bupar perekorom |
terhadap validitas | pelaloa Elconomi tentang Tim ian dan |
pelaksanaan | dala elonomi Kabupaten Koor Data SDA |
RB dinilai polakn Kah. Larmpririp Pelalna E
masih belum | ekonomi | Lampung | Barat Elronomi Kab., |
terlalu kuat daerah Barat Lam-Bar, 2. i
dan merata di Rapat I
seluruh unit Koordinasi, |
kerja Monitoring !
Data Pelaku i
Ekonomi Katr.
Lam-Bar, 3. |
Pemhbuatan |
Buku Data |
Pelaku i
bz e Elonomi == |
Terlaksanany | Jumlah Pelayanan | Surat Kasubhag < \'
2 Prozes Sural Administr | masulemelalin Umum & i
Surat VAng asi hagian umum Kepepgawai |
Menyurat Dilayani | Perkantor | disposis an |
AT Agisten,
Belkda, Digrribu
s ke OFD
terkail
Penyediaan Terlayani | Pelayanan | Rekening Kasubbag . ¥ ]
Jasa nya Administr | lisitik, Telepon, Uirram & I
| Komunikasi 8 | Administ | asi , &ir ditermma Kepegawai {
umber Dayva rasi Perkantor | dibayarkan ATl I
Adr & Listrik Perkanta | an |i
Tan :
[Dengan
Baik
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| | Tersedianya | Terlayani | Pelayanan | Penyewaan [ Kasubbag -
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BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan scbagaimana diuraikan dalam
rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam
kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah
daerah vang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi
fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan
melalul media:

1. Perternuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya
setiap tiga bulan sekali,

2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan
yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidalmya survey
dilakukan enam bulan sekali;

3. Pengelolaan pengaduan.

4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.

5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan
terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan
dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang
telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam tigabulan sebelum
dilakukan rapat pleno.

9 Pertemuan rutin dalam linglup pleno dengan seluruh kelompok kerja
yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak
dilakukan satu kali dalam tiga bulan.

3. Pengelolaan pengaduan.

Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.

. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh

masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

o

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:
Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan
kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-
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masing OPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus
terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya,

2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala OPD secara rutin, paling
tidak satu bulan sekali. Jika terdapat hal penting vang perlu segera
ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala OPD;

3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-
langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-
langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;

4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka
permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;

5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kera
Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai
berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara ierus
menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi
hirokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menjadi
tanggungjawabnya;

2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan
disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang
dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;

3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan
langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;

4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai
tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh
Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam
rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam
kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah
daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi
fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan
melalui media:

1. Perternuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya
setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan
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vang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknyva survey
dilakukan enam bulan sekali;

Pengelolaan pengaduan.

Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan
sekali.

Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam
satu tahun sekali.

Pada tingkat Pemerintah dacrah, pelaksanaan evaluasi dilakukan
terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan
dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1.

2.

&n

Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang
telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
Pertemuan tutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja
yang dipimpin cleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak
dilakukan enam bulan sekali.

Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas
pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.

Pengelolaan pengaduan.

Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh
masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan
untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1.

~

EJI

Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan
kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-
masing OPD, melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya,

Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala OFD.

Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-
langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-
langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;

Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, malka
permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno:
Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja
Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

209

Hﬂ&ﬂﬁ

&

i




Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai
berikut:

B

OPD

HARAL

L

Setiap kelompok kerja melakukan evaluasi setiap enam bulan sckali
terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat  vang menjadi
tanggungjawabnya;

. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat Lkelompok kerja dan

disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang
dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;

Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan
langkah-langkah perbaikan vang diperlukan;

Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai
tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
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PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat 2018 — 2022 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi
yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana
aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana
dan target-target vang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada
seluruh kelompok kerja dan OPD untuk melaksanakan berbagai rencana
aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya
masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas
| sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2018 — 2022 dilakukan dengan
memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan
pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam merespon harapan
dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail
langkah-langkah reformasi birckrasi yang direncanakan, namun dalam
praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat
ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus
dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting
dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.
Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birckrasi, setiap
unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya
perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yvang harus dilakukan dengan
penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun
harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus terus dibangun agar
dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk melaksanakan reformasi
birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI LAMPUNG BARAT,
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